BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABAELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)

Mengingat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan
pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur/Bupati/ Wali Kota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belania Dacrah (APBD) Tahun Anggacan
2021 lkepada Dewnn Perwakilan Rakyat Dacoeah (DPREY

untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tenlang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) yang diajukan
schagaimana dimaksud pada humf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umuam
APRD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
vang telah di sepakati Pemerintah Dacrah bersama DPRD
pada tanggeal 24 bulan Agustus tahuan2020;

- bahwa berdasarkan pertimbangan ECTaEa TR

dimaksud dalam hurufl a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran
2021.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 di
Kalimantan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
mepublix indonesia Nomor 4286);

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ([Lembaran Wegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Lembearan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisrem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 10);

=, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tenians
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintash Pusat
Pemerintah  Duerah  (Lembaran  Negara Republik
Indoensia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar {11
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5049}

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  [Lembaran  Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagsimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemermtah Nomor 109 Tahun 2000 tentans
Redudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Walil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Naomor 4028}

9. Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan Lavanan  Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomoe 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum
{lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dina Perimbangan [Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11, Peraturan Pemernintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah  kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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Feraturan Pemermtah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

LIl
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lemabaran Negara
Republik Indonesio Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972

s=hagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politike;

=1

Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan  Keuangan  Gubernur  sebagai  Wakil
Pemerintah di Wilavah Provinsi Kalimantan Selatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pernbinaan dan Pengawasan Penvelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintabh Nomor 18 Tahun 2017 tentany
Hak Keuvangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negars
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana
telah diubah denpan Peraturan Menteri Dalam Neeer
Nomor 30 Tahun 2010 ] tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dadom Negen Nomor 16 Tahun 201) tentang
Tata Carn Evaluas: Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran  Pendoapatan dan Belanja  Daerah  dan
Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomaor 525);

Peraturan Menteri Dualam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Darn Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
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22,
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Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaben Danas
Operasional (Berita Negara Republik Indoensia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015
tentang Tatn Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib
administrasi  pengajuan, penyaluran dan laporan
pertanggungiawaban penggunaan bantuan ktLli.‘l:'jlgdr!
Partai Politik;

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
teatang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeruh Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Keputusan Gubernur Nomor 188.44 /0832 /KUM/2020
Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten Kotabaru Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2021
Dan RKancangan Peraturan Bupati Kotabaru Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

3, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun

2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuanpan Dasral
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017
Nomor 3¢, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21):
Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KUOTABARU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTABARL

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHLUN ANGGARAN 2021,

|'.'|.H;t| ]

Dalam Peraturan Daerah it vang dimaksud dengan -

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah.



APBD  Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 Berjumlah
Rpl.623.011.246.181,00{satu triliun enam ratus dua puluh tiga milvar
sebelas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh

satu  rupiah) terdiri atas Pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan Jaerah dengan rincian sebagai berikut ;

a. Pendapatan Daerah Rpl.573.547.323.163,00
b. Belanja Daerah Rpl.623.011.246.181,00
Surplus/(Defisit) Rpi49.463.923 018,00
c. Pembiavaan Daerah
1. Penerimaan Kp49.463.923.018,00
2. Pengeluaran Rp0,00

Pembiayaan Netto Rpd49.463 023.018,00
Stsa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Fendapatan daerah direncanakan sebesar Rpl.573.547.323,163,00 (satu
triliun lima ratus tujuh puluh tga milyar lima ratus empat puluh tujuh

juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Yang
bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
. Lain-lain pendapatan daerah vang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asl daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rpl29.680.311.737,00 (seratus dua pulukh
Sembilan milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus sebelas ribu
tujuh ratus tiga puluh tjuh rupiah), yang terdiri atas ;

a. Pajak daerah;
b, Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekakayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp55.194.651.563,00 (lima pulub lima rmilyar
seratus Sembilan pulub empat juta enam ratus lima puluh satu ribu
lima ratus enam puluh tiga rapiah).

(3] Retribusi daerah sebogaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rph. 464 604,694 00 (enam milvar empat ratus

enam pulub Sembilan juta enam rats enam puluh empat ribu enam
ratus Sembilan puluh empeat rupiah),

(4) Hasil pengelolaan kekayaan dacrah vang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rpl2.120.000.000,00 (dua belas milyar seratus dua puluh juta
rupiah).
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Lamn-lain perdapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp535.895.995 480,00
tiima puluh lima milvar delapan ratus Sembilan puluh lima juia
Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh
rupiah).

Fogal 5

Pendapatan transfer sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 hurufl b
direncanakan sebesar Rpl.389.011.710.231,00 (saty triliun tiga ratus
delapan puluh sembilan milvar sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu
dua ratus tiga puluh satu rupiah), vang terdiri atas ;

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar dacrah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.273.191.486.000,00 (satu
triliun dua ratus tujuh puluh Liga milyar seratus sembilan puluh satu
Juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b direncanakin sebesar Rpl15.820.224,231.00 (seratus lima
belas milyar delapan ratus dus puluh juta dua ratus dus puluh empat
ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah vang sah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp54.855.301.195.00 (hima
pulub empat milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus satu
ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri alas:

a, Pendapatan Hibah;
b. Dana darurat;

¢, Lain-lain  pendapatan  scsusl dengan  ketentuan peraruran
perundang-undangan,;

Pendapatan hibah sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan scbesar RplU.843.101.195,00 (sepulub milvar delapan
ratus empat puluh Liga juta serotus satu ribu seratus Sembilan puluh
lima rupiah].

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Lain-lain pendspatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp44.012.200.000,00 (empat puluh empat milvar dua belas
Juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rpl.623.011.246.181 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga milyar
sebelas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh
satu rupiah), yang terdiri atos;
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(1)

Belanja operasi;
Belanja modal;
Belanja tidak terduga;
Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja Operasi sebapaimana dimaksud dalsm Pasal 7 hurul
a direncanakan sebesar Rpl.097.282.308.852.00 (satu triliun

Sembilan puluh tujuh milvar dua ratus delapan pulub dus juta tiga

.

ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), vang terdin
atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial

Belanja pegawai sebagnimana dimaksud pada avat (1] huruf a
direncanakan sebesar RphUS 680,322.242,00 (enam ratus lima milyar

enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua
ratus empat puluh dua rupiah).

Belama barang dan jusa sebapsimana dimaksud pada ayat {1) hurul b
direncanckan sebesar Rpd20,668,646.802,00 (empat ratus dua puluh
milvar enam ratus enam puluh LI:_-lu]_‘ran JUld enam ratus empat puluh
enam rnbu delapan ratus dua rupioh).

Belanja bunga sebapgaimana dimaksud pada avat (1) huruf
direncanakan sebesar Rp0,00 {nol)

Belanja.  subsidi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf e
direncanakan sebesar Rp43.797.208.048,00 (empat puluh tiga milyar
tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu empat
puluh delapan rupiah).

Belanja bantuan sosinl sebagaimana dimaksud pada avat (1) haraf
direncanakan sebesar Rp27, 136,131.760,00 (dua puluh tujuh milyar
seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu tujub ratus
enam puluh rapiah).

[Mizal O

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp267.184,.141.029,00 (dua ratus enam puluh
tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh
satu ribu dua puluh Semlan rupiah), vang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

b, Belanja modal peralatan dan mesin,
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¢, Belanja modal gedung dan bangunan.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan Irigasi.
e. Belanja modal asset tetap lainnya; dan

I Belanja modal asset tidak berwujud.

Belanja modal tanah sebagaimanys dimaksud pada avat (1) hure’ s
direncanakan sebesar Rp232 600.000,00 (dua ratus tiga puluh dua
Jjuta enam ratus ribu rupiah)

Belanja modal peralatan dan mesin schagaimana dimaksud pada svat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 69.417.973.610,00 (enam puluh
Sembilan milvar empat ratus tujuh belas Juta Sembilan ratus tujuh
puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah),

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp61.572.070.492 00 {enam
puluh satu milyar lima ratus tajuh puluh dua juta tujuh puluh ribu
empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud padsa
avat (1) huruf d direncanakan schesar Rpl129.192.24 1 602,00 (seratus
dua puluh Sembilan milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua
ratus cmpat puluh satu ribu enam ratus dua rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp6.769.255.325,00 (enam milvar tujuh

ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tga
ratus dua puluh lima rupiah)

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol),

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terdugn sebougaimana dimaksud dalam Pasal

r

hurul ¢ direncanakan sebesir . 000.000.000,00 (empat milvar rupiah)
Yang terdiri atas belanja tidak terdugn

(1)

Pei=al 1]

Anggarar belanja transfer sebapaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul
d direncanakan sebesar Rp254.544.796.300,00 (dua ratus lima puluh
empat milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan
puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

4. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan,

Belanja bagi hasil sebagumana dimaksud pada ayat (1) huraf a
direncanakan sebesar RpS 57500000000 (ima milyvar lima ratus
teyuby puluh lima juta cupah)

Belanja bantan keuangan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp248969.796.300,00 (dua ratus empat
puluh delapan milvar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tujuh
ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).



Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp49.463.923.018,00 (empat puluh Sembilan milvar empat ratus
enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas
rupah), vang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

. Pengeluaran pembiayvann
Fasal 1.3

(1) Anggaran penerimaan pemblavaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 hurufl a direncanakan sebesar Rp49.463.923 018 00 (empat
puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan
ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah), vang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun angparan sebelumnya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan doerah vang dipisahkan;

Penerimaan kembali pinjaman daerah;dan

Penerimaan pembiayaan  lainoya  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

apn g

[2] Sisa lebih perhitungan anpgearan tahun sebelumnya  sebagaimana
dimaksud  pada  ayart (1} huruf a  direncanakan  sebesar
Ep49.4563.923.018,00 jempat puluh Sembilan milvar empat ratus
enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan belas
rupiahl.

[4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol),

(4} Hasil penjualan kekayvaan daecrah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayalt (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

(9) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp(,00 (nol).

(5) Penerimaan Yembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0.00 (nol).

(7] Penerimaan Pembiavaan lamnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan schagamimong dimaksud pada ayvat (1} haro!l T
direncanakan sebesar RpO, 00 {nol).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiavoaan  scbagmimana dimaksud dalam
Pasal 12 hurufl b direncanakan sebesar Rp0,00 [nol], vang terdin atas;
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyvertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
¢. Pengeluran  pembiayasan llinnya  sesua dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,
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Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nel)

Penyertaan modal dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Fembiayaan cicilan pokok utang vang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pemberian pinjaman dacrah sebapaimana dimaksud pada avat (]|
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Pengeluaran pembiayvaan lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan schagaimana dimaksud pada
direncanakan sebesar RpQ.00 (nol).

Fasnl 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anpgaran belan
daerah mengakibatkan terjadi surplus/ (defisit) sebes

-
he L

Rp(49.463.923.018,00) {empat puluh Sembilan milvar empat re

>
enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan
belas rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiavaan
terhadap pengeluaran pembiavaan direncanakan sebesar
Rp49.463,923.018,00 (empat puluh Sembilan milyar empat rarus
enam puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan
belas rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesalk, Pemerintah
Daerah  dapat melakukan  penpeluaran vang  belum  tersedis
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kotabaru tahun
anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

d. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian lue r masa;

b. Pelaksanaan operasional pencairan dan pertolongan; dan/atau

c. herusakan sarana/prasarana vang dapai mengganggu Kegialarn
pelavanan public

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daeran dalam rangka pelayanan dasar masyvarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
¢. Pengeluaran daerah yvang berada diluar kendali Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau



d. Pengeluaran daerah lainnya vyang apabila ditunda akan
menimbullkan kerugian vang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan /atau masvarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru ini terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Relompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiavaan.

2. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menuru:
Urusan PFemerintah Daerah dan Organisast;

3. Lampiran [ Rincian  APBD  menurut  Urusan  Pemenntah

Daernh, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
hegintan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belania,
dan Peminavaan;

4. Lampiran [V Hekapitulasi Belanja Menurut Urussn Pemerintah
Dacrah, Orpanisasi, Program, Kegiatan beserta
Hasil dun Sub Kegiatan Beserta Keluarannya.

5. Lampiran V Rekapitulnsi Belanja Dacrah untuk Keselarasan
dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negarn;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM:

7. Lampiran V11 Sinkronisasi  Program  pada RPJIMD  dengan
Rancangan APBD:

. Lampiran V111 Sinkromsasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada REKPD dun PPAS dengan Rancangan APBD:

9. Lampiran IX Stkronisast Program  Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerih:

10, Lampiran X Daltar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per
Jabitan:

11. Lampiran Xl Daltar Piutang Daerah;

12. Lampiran Xl Daltar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Dacrah Lainnya;

1.3, Lampiran XIII Daltar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

4, Lampiran XV Daftar Sub Kegitan Tahun Jamak (Multy Years):

15, Lampiran XV Daftar Dane Cadangan; dan

&, Lampiran XVI Daftar Pimpaman Daerah.
Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan Bupati Kotabaru tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.



Fasal 19

Feraturan daeran ini muiai berlaku pada tanpgal diundangkan
Agar setiap orang  mengetabuin

il memermianEan PeETLR;
peraturan Bupat dengan penempatannva dalam berita daerad

Diundangkan di Kotabaru
(224 s tanggal 28 Desember
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